5.1.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

. Negara telah memberikan pelindungan data pribadi sebagai bentuk

pelindungan terhadap warga negara. Meskipun belum adanya regulasi
yang komprehensif mengenai pelindungan data pribadi. Negara telah
berupaya melalui regulasi yang didalamnya mengandung klausul terkait
pelindungan data pribadi. Perlindungan yang diberikan oleh negara
melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan
dilakukan untuk pencegahan atas kebocoran data pada data pribadi serta
perlindungan akhir apabila terjadi kebocoran data pada data pribadi.
Perlindungan preventif dilakukan dengan membentuk regulasi terkait data
pribadi. Regulasi yang dibentuk ditujukan pada pelindungan data pribadi,
penyelenggaraan sistem elektronik, serta penyelenggara sistem elektronik
selaku pemroses dan pengelola data pribadi.

Perlindungan represif ditujukan untuk perlindungan akhir atas terjadinya
kebocoran data pada data pribadi dengan memberikan sanksi seperti
pidana, denda, sanksi administratif, hingga upaya ganti rugi apabila terjadi

kerugian.

. Negara telah memberikan pengawasan pada penyelenggara sistem

elektronik dan pengawasan pelindungan data pribadi dalam regulasi terkait
data pribadi untuk menjamin pelindungan data pribadi. Pengawasan yang
dilakukan merupakan pengawasan eksternal oleh instansi publik pada
penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem
elektronik lingkup privat. Meskipun pengawasan eksternal oleh instansi
publik tidak efektif karena instansi publik juga merupakan penyelenggara
sistem elektronik lingkup publik yang perlu diawasi.

Pengawasan pada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan
penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dilakukan oleh

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi
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5.2.

Negara. Pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
dilakukan pada penyelenggaraan sistem elektronik agar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan oleh Badan Siber
dan Sandi Negara dikhususkan pada sistem pengamanan penyelenggara
sistem elektronik.

Pengawasan pelindungan data pribadi dalam regulasi terkait data pribadi
seperti Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20
Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
5 Tahun 2020 dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Namun, pada rancangan undang-undang pelindungan data pribadi
pengawasan akan terbagi pada pengawasan internal dan pengawasan
eksternal. Pengawasan internal akan dilakukan oleh data protection officer
sebagai lembaga internal yang menjalankan fungsi pelindungan data
pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik baik penyelenggara sistem
elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat. Pengawasan eksternal akan dilakukan oleh data protection
authority sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi
pelindungan data pribadi dalam penyelenggara sistem elektronik baik
penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem

elektronik lingkup privat.

Saran

. Diperlukannya pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai

pelindungan data pribadi seperti undang-undang yang didalamnya
mengatur secara khusus pelindungan data pribadi guna menjamin
kepastian hukum bagi warga negara dan menjamin pelindungan data
pribadi sebagai hak diri pribadi yang dilindungi oleh negara.

. Diperlukannya ketegasan terhadap pengawasan yang dilakukan guna

menjamin pelindungan data pribadi yang mencakup pengawasan internal
dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit di

dalam penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara
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sistem elektronik lingkup privat. Pengawasan eksternal dilakukan oleh
badan/lembaga independen di luar penyelenggara sistem elektronik
lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.
Pengawasan tidak hanya bertumpu pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Tetapi membentuk
pengawas internal dan pengawas eksternal yang secara Kkhusus
menjalankan fungsi pelindungan data pribadi pada penyelenggara sistem
elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat.
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